





















































BAB VIl
PEMBIAYAAN
Pasal 33

Segala biaya untuk mewujudkan KTR yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan

tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34

{1) Penyi k Pegawai Negeri S’ il di lingkungan Pemerintah

Kabupaten berwena: ; melakukan penyidikan terh: ap

pelanggaran Qanun ini.

Wewenang Penyidik sebagaimana dime sud pada avat (1)
adalah:

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran
M™anun ini;

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta
keterangan tentang pelanggaran KTR,;

melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan pelanggaran ketentuan KTR;

meminta keterangan dan barang bukti dari orang
sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
melakukan pemer ‘saan atas surat dan/atau dokumen
lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;

melakukan pemeriksaan atau penyidikan bahan atau
barang b tti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
melakukan penyitaan benda atau surat (melakukan
pe yitaan Kartu Tanda Identitas (KTP), bah 1 atau barang
bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR);

mengambil sidik jari dan memotret pelanggar ketentuan
KTR;

meminta bantuan ahli dalam ra ika pelaksanaan tugas

penyidikan pelanggaran ketentuan KTR an

j. menghentikai












BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan ( aun ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Agustus 2024 M
24 Shafar 1446 H
3. RITPATI PINE JAY

Diudangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Agustus 2024 M
24 Shafar 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAF
KABUPATEN PIDIE JAYA,

BAHRON BAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE J 7A, PROVINSI
ACEH:(3/50/2024);





















Pasal 18

Cukup) as.
Pasal 19

Cukup jela
Pasal 20

Cukup jele
Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.
Pa. 173

Cukup jelas.
Pasal 24

Cuv up jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pase 2.
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup: as.
Pasal 2~
‘ukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup je s.
Pasal %
Cukup las.



Pasal 35

Cukup jelas.
Pz 11 36
Cukup jelas.
sal 37
Cu’ ip jelas.
Pasal 38
Cukup :la
Pasal 39
Cukup as.
Pasal )

C "« las.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAB
2024 NOM™R

""PATEN PIDIEJ (A TAHUN















